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MAHKAMAH KONSTITUSI UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
REPUBLIK INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

TENTANG

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
DAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI HUKUM

Nomor 30/PK/2017
Nomor 881a/R-UPH/VII/2017

Pada hari ini Rabu, tanggal dua belas, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas,
bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:
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1. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., Sekretaris Jenderal Mahkamah
Konstitusi, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat
Nomor 6, Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak dalam
jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan
atas nama Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA;
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2. Dr. (Hon) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc., Rektor Universitas Pelita
Harapan, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Boulevard
Tangerang 15811, dalam hal ini bertindak dalam jabatan
tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama

Universitas Pelita Harapan, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.
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(2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk melanjutkan dan meningkatkan
kerjasama PARA PIHAK dalam rangka Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum.
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BAB Il
RUANG LINGKUP
Pasal 2
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Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
a. Peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara;
b. Peningkatan mutu pendidikan tinggi hukum; dan

c. Diseminasi Putusan Mahkamah Konstitusi.
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BAB llI
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
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Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
Pasal 3

<

(1) PARA PIHAK menyelenggarakan kegiatan dalam rangka meningkatkan
pemahaman hak konstitusional warga negara.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan pemahaman hak konstitusional
warga negara;
b. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi: dan
c. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
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Bagian Kedua
Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum
Pasal 4

(1) PARA PIHAK menyelenggarakan kegiatan dalam rangka meningkatkan
mutu pendidikan tinggi hukum.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pengembangan materi hukum dan konstitusi serta Hukum Acara
Mahkamah Konstitusi:
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b. Penelitian, pengkajian, seminar dan kuliah umum tentang hukum dan
konstitusi;

c. Pengembangan Jurnal Konstitusi; dan

d. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
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Bagian Ketiga

Diseminasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Pasal 5

<

PARA PIHAK baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melaksanakan
kegiatan diseminasi Putusan Mahkamah Konstitusi.
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BAB IV
ANALISIS DAN EVALUASI
Pasal 6

PARA PIHAK baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan
analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara
berkala dalam 1 (satu) tahun sekali.

Pelaksanaan analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
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BAB YV
PEMBIAYAAN
Pasal 7
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Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman
ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan yang diatur
dalam perjanjian kerja sama.

BAB VI
TINDAK LANJUT
Pasal 8

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian

Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
dari Nota Kesepahaman ini.

A APPSO DD DD DD D

o el m v

g




<5

s e g

?ﬁ*@&%%%*f?@«?&’-‘i’«?&%@

¥

<

BAB VI
KETENTUAN LAIN
Bagian Kesatu
Adendum
Pasal 9
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Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Nota
Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK.
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Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
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Bagian Kedua

Masa Berlaku
Pasal 10
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(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak
tanggal ditandatangani.

Nota Kesepahaman ini dapat diperbaharui sesuai dengan kebutuhan
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan hasil
evaluasi.
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(3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud
mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut
secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
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Bagian Ketiga
Perbedaan Penafsiran
Pasal 11

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam
pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK
secara musyawarah untuk mufakat.
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BAB VIlI
PENUTUP
Pasal 12

—

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan
tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam
rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai
kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
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Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik,
untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
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PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,

<

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.I-‘.’ ]( Dr. (i-|o onathan L. Parapak, M.Eng.Sc.
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MENGETAHUI,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA,
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